
BUPATI PACITAN 

PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 56 TAHUN 2011 

TENTANG 

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, 
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN, S E R T A MONITORING DAN 
EVALUASI HIBAH YANG B E R S U M B E R DARI ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PACITAN 
1 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A 

Menimbang : a. 

b. ; 

BUPATI PACITAN, 

bahwa da lam rangka pembinaan terhadap pengelolaan 
h i bah agar terc ipta tert ib admin is t ras i , akuntab i l i tas 
dan transparansi pengelolaan h i bah yang bersumber 
dar i Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, per lu 
d i susun pedoman oleh pemer intah daerah; 

bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana 
d imaksud da lam h u r u f a, sesuai dengan ketentuan 
Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menter i Dalam Negeri 
nomor 13 t a h u n 2005 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa ka l i 
d iubah terakhi r dengan Peraturan Mneteri Dalam 
Negeri Nomor 21 t a h u n 2 0 1 1 , dan Pasal 42 ayat (1) 
Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 32 T a h u n 
2011 tentang Pedomein Pemberian H ibah dan Bantuan 
Sosial yang Bersumber d a r i Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah, per lu menetapkan Peraturan Bupa t i 
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan 
Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan, 
Serta Moni tor ing Dan Evaluasi H ibah yang Bersumber 
dar i Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Pacitan 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 T a h u n 2003 tentang 
i Keuangan Negara (Lembaran Negara Republ ik 
f Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
j Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
• Negara Republ ik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 32 T a h u n 2004 tentang 
j Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik 
1 Indonesia T a h u n 2004 Nomor 125, Tambahan 

t 



Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa k a l i d iubah , terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 T a h u n 2008 

^ tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
•Nomor 32 T a h u n 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
( (Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2008 
\ Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republ ik 
f Indonesia Nomor 4844); 

4. (Undang-Undang Nomor 33 T a h u n 2004 tentang 
I Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
; Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik 
j Indonesia T a h u n 2004 Nomor 126, Tambahan 
I Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4438); 

5. i Undang-Undang Nomor 12 T a h u n 2011 tentang 
i Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara T a h u n 2011 Nomor 82 Tambahan 
I Lembaran Negara Nomor 5234); 

6. ^ Peraturan Pemerintah Nomor 58 t a h u n 2005 tentang 
i Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
1 Republ ik Indonesia t a h u n 2005 nomor 140, Tambahan 
I Lembaran Negara Republ ik Indonesia nomor 4578); 

7. I Peraturan Pemerintah Nomor 6 T a h u n 2005 tentang 
; Pengelolaan Barang M i l i k Negara/Dacrah (Lembaran 
\ Negara T a h u n 2005 Nomor 20 Tambahan 
I Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana te lah 
I d i u b a h dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 
j T a h u n 2008 (Lembaran Negara T a h u n 2008 
; Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855) 

8. I Peraturan Pemerintah Nomor 38 T a h u n 2007 tentang 
I Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
i Pemerintahein Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 
! Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republ ik 
I Indonesia Tahun 2007 Nomor 82); 

9. - Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
i Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana 

telah d iubah dengan Peraturan Presiden Nomor 36 
; T a h u n 2011 

10. Peraturan Menter i Dalam Negeri nomor 13 t ahun 2006 
I tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
! sebagaimana telah beberapa ka l i d iubah terakhir 
( dengan Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 21 
! t a h u n 2 0 1 1 ; 

1 1 . Peraturan Menter i Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 
i 2011 tentang Pedoman Pemberian H ibah dan B a n t u a n 
I Sosial yang Bersumber dar i Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah; 

12. Peraturan Menter i Dalam Negeri nomor 17 t a h u n 2007 
tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang M i l i k 

> Daerah; 
i 
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13. Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 53 Tahun 
12011 tentang Pembentukan Produk H u k u m Daerah 
:(Berita Negara T a h u n 2011 Nomor 694); 

14. vPeraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 T a h u n 
(2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
i Daerah; 

15. j Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 T a h u n 
12007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten 
; Pacitan; 

16. I Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 
i 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten 
i Pacitan sebagaimana te lah d iubah dengan Peraturan 
\ Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 T a h u n 2 0 1 1 ; 

17. j Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 1 Tahun 
, 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah 
I Kabupaten Pacitan sebagaimana te lah d iubah dengan 
; Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 
,' 2 0 1 1 ; 
i 

18 . i Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 t a h u n 
! 2009 tentang Pengelolaan Barang M i l i k Daerah; 

19.! Peraturan Bupa t i nomor 24 T a h u n 2010 tentang 
; Pedoman Taknis Pengelolaan Barang M i l i k Daerah. 

! MEMUTUSKAN: 
i 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA 
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN 
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN 
PELAPORAN. S E R T A MONITORING DAN EVALUASI 
HIBAH YANG B E R S U M B E R DARI ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA D A E R A H KABUPATEN 
PACITAN 

i 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

f 
I 

! Bagian Pertama 
i Pengertlan 

j Pasal 1 

Dalam Peraturan B u p a t i i n i , yang d imaksud dengan: 

1. Pemerintah Daerah adalah pemer intah daerah Kabupaten Pacitan. 
2. Kepala Daerah adalah B u p a t i Pacitan. 

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya dis ingkat 
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Pacitan. • 
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4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang se lanjutnya dis ingkat PPKD 
adalah kepala sa tuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunya i 
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan ber t indak sebagai bendahara 
u m u m daerah. ; 

5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang se lanjutnya dis ingkat 
SKPKD adalah ^perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang 
melaksanakan pengelolaan APBD. 

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang se lanjutnya d is ingkat SKPD adalah 
perangkat daerah pada pemer intah daerah selaku pengguna 
anggaran/barang. 

7. T im Anggaran Pemerintah Daerah yang se lanjutnya d is ingkat TAPD 
adalah t i m yang d iben tuk dengan keputusan kepala daerah dan d ip imp in 
oleh sekretaris \ daerah yang mempunya i tugas menyiapkan serta 
melaksanakan kebi jakan kepala daerah da lam rangka penyusunan APBD 
yang anggotanya t e rd i r i da r i pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat 
la innya sesuai dengan kebu tuhan . 

8. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang se lanjutnya d is ingkat RKA-PPKD 
adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian 
keuangan se laku Bendahara U m u m Daerah. 

9. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang se lanjutnya d is ingkat RKA-
SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi 
program, kegiatan d a n anggaran SKPD. 

10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang se lanjutnya dis ingkat DPA-
PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro 
keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara U m u m Daerah. 

11 . Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang se lanjutnya d is ingkat DPA-
SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap 
SKPD yang d igunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna 
anggaran. ' 

12. H ibah adalah pember ian uang/barang a tau jasa dar i pemer intah daerah 
kepada pemer intah a tau pemer intah daerah la innya, perusahaan daerah, 
masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah 
d i te tapkan pe run tukannya , bersifat t idak waj ib dan t idak mengikat, serta 
t idak secara f terus menerus yang ber tu juan u n t u k menunjang 
penyelenggaraan u r u s a n p e m e r i n t ^ daerah. 

13. Naskah Perjanjian H ibah Daerah se lanjutnya d is ingkat NPHD adalah 
naskah perjanj ian h i bah yang bersumber dar i A n ^ a r a n Pendapatan dan 
Belanja Daerah antara pemer intah daerah dengan pener ima h ibah . 

14. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang d i ben tuk oleh anggota 
masyarakat warga negara Republ ik Indonesia secara sukarela atas dasar 
kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap 
Tuhan Yang Maha Esa, u n t u k berperan serta da lam pembaugunan da lam 
rangka mencapai t u j u a n nasional da lam wadah Negara Kesatuan 
Republ ik Indonesia yang berdasarkan Pancasila t e rmasuk organisasi non 
pemer in tahan-yang bersifat nasional d iben tuk berdasarkan ketentuan 
perundang-undangan. 

i 
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i BAB I I 
I RUANG LINGKUP 
i 

Pasal 2 

Ruang l i ngkup Peraturan i n i me l ipu t i penganggaran, pelaksanaan dan 
penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta moni tor ing dan 
evaluasi pemberian h i bah yang bersumber dar i APBD. 

i 
\ Pasal 3 
[ 
J 

Hibah sebagaimana d i m a k s u d da lam Pasal 2 dapat berupa uang , barang, a tau 
jasa. : 

! BAB I I I 
• HIBAH 

[ Bagian Kesatu 
Umum 

i 

Pasal 4 

(1) Pemerintah daerah dapat member ikan h i bah sesuai kemampuan 
keuangan daerah. 

(2) Pemberian h i bah sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i l akukan setelah 
mempr ior i taskan pemenuhan belanja u r u s a n waj ib. 

(3) Pemberian h i bah sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i t u j u k a n u n t u k 
menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemer intah daerah 
dengan memperhat ikan asas keadi lan, kepa tu tan , rasionalitas, dan 
manfaat u n t u k masyarakat . 

(4) Pemberian h i bah sebagaimana d imaksud pada ayat (1) memenuh i kr i ter ia 
pa l ing sedikit : 
a. p e run tukannya secara spesifik te lah d i te tapkan; 
b. t idak waj ib, t i dak mengikat dan t idak terus menerus setiap t a h u n 

anggaran, kecual i d i t en tukan la in oleh pera turan perundang-undangan; 
dan 

c. memenuh i persyaratan penerima h ibah . 

r 

i 

Pasal 5 

Hibah dapat d iber ikan kepada: 

a. Pemerintah; 

b. pemerintah daerah la innya ; 

c. perusahaan daerah; 

d. masyarakat; dan/a tau 

e. organisasi kemasyarakatan. 



t Pasal 6 
J 

(1) H ibah kepada Pemerintah sebagaimana d i m a k s u d da lam Pasal 5 h u r u f a 
d iber ikan kepada sa tuan kerja dar i kementerian/lembaga pemerintah non 
kementer ian yang wi layah kerjanya berada da lam daerah Kabupaten 
Pacitan. j 

(2) H ibah kepada pemer intah daerah la innya sebagaimana d imaksud da lam 
Pasal 5 h u r u f b d iber ikan kepada daerah otonom b a r u has i l pemekaran 
daerah sebagaimana diamanaUcan pera turan perundang-undangan. 

(3) H ibah kepada perusahaan daerah sebagaimana d imaksud dalam Pasal 5 
h u r u f c d ibe r ikan kepada Badan Usaha M i l i k Daerah da lam rangka 
penerusan h ibah yang d i te r ima pemer intah daerah dar i Pemerintah sesuai 
dengan ke ten tuan pera turan perundang-undangan. 

(4) H ibah kepada masyarakat sebagaimana d imaksud da lam Pasal 5 h u r u f d 
d iber ikan kepada ke lompok orang yang memi l i k i kegiatan ter tentu da lam 
bidang perekonomian, pendid ikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat 
istiadat, dan keolahragaan non-profesional. 

(5) H ibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana d imaksud da lam 
Pasal 5 h u r u f e d iber ikan kepada organisasi kemasyarakatan yang 
d ibentuk berdasarkan pera turan perundang-undangan 

• 

I Pasal 7 
I 
f 

(1) H ibah kepada masyarakat sebagaimana d imaksud da lam Pasal 6 ayat (4) 
d iber ikan dengan persyaratan pal ing sedikit: 
a. memi l i k i kepengurusan yang jelas; dan 

b. be rkedudukan da lam wi layah adminis t ras i pemer in tah daerah. 

(2) H ibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana d imaksud dalam 
Pasal 6 ayat (5) d ibe r ikan dengan persyaratan pal ing sedikit: 

a. te lah terdaftar pada pemer intah daerah sekurang-kurangnya 3 t a h u n , 
kecual i d i t en tukan la in oleh peraturan perundang-undangan; 

b. be rkedudukan da lam wi layah admin is t ras i pemer intah daerah; dan 
t 

c. memi l i k i sekretariat tetap. 

Pasal S 
I 

Penerima dan penanggungjawab h ibah adalah: 

a. U n t u k h i bah kepada Pemerintah, Penerima dan penanggungjawabnya 
adalah p i m p i n a n sa tuan kerja a t au pejabat yang d i t u n j u k dar i 
kementerian/lembaga pemer intah non kementer ian penerima h ibah; 

t 

b. U n t u k h i bah J kepada pemer intah daerah la innya , Penerima dan 
penanggungjawabnya adalah kepala daerah a tau pejabat yang d i t u n j u k 
a tau SKPD pener ima h ibah ; 

c. U n t u k h i bah kepada perusahaan daerah, Penerima dan 
penanggungjawabnya adalah p imp inan/d i r ek tu r perusahaan daerah 
penerima h ibah ; 

d. U n t u k h ibah kepada masyarakat, Penerima dan penanggungjawabnya 
adalah ke tua/p imp inan kelompok masyarakat pener ima h ibah ; 



e. U n t u k h i bah kepada organisasi kemasyarakatan, Penerima dan 
penanggungjawabnya adalah ke tua/p imp inan organisasi penerima h ibah . 

! 

; Bagian Kedua 
i Penganggaran 

Pasal 9 

(1) Pemerintah, pemer intah daerah la innya, perusahaan daerah, 
masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usu lan 
h ibah secara ter tu l i s kepada Kepala Daerah dengan di lengkapi proposal. 

(2) Proposal sebagaimana d imaksud pada ayat (1) u n t u k permohonan 
h ibah berupa uang pa l ing sedikit memuat : 
a. latar belakang, ' ber is i u ra i an tentang gambaran u m u m mengenai fakta-

fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi 
d i laksanakannya kegiatan dan d ia jukannya u s u l a n h ibah oleh calon 
penerima h i b a h ; 

b. maksud dan j tu juan , berisi u ra i an tentang m a k s u d dan t u j u a n 
d i laksanakannya kegiatan yang akan dibiayai oleh dana h ibah ; 

c. susunan kepengurusan (organisasi kemasyarakatan/kelompok orang), 
berisi u r a i a n tentang susunan pengurus dar i organisasi 
kemasyarakatan/kelompok orangyang menga jukan u s u l a n h ibah ; 

d. domis i l i sekretariat (organisasi kemasyarakatan/kelompok orang), berisi 
u ra i an tentang keberadaan / a lamat sekretariat dar i organisas 
kemasyarakatan / ke lompok orang yang menga jukan usu lan h ibah dan 
nomor telepon yang dapat d i h u b u n g i sewaktu-waktu apabila 
d i b u t u h k a n ; \ 

e. ben tuk kegiatan, berisi u ra i an tentang kegiatan yang akan 
d i laksanakan oleh calon penerima h ibah ; 

f. j adwal pelaksanaan kegiatan, berisi u ra i an tentang w a k t u dan 
tempat pelaksanaan kegiatan yang akan d i laksanakan oleh calon 
penerima h ibah ; 

g. r inc ian k e b u t u h a n anggaran/rencana anggaran biaya, berisi u ra i an 
tentang perh i tungan mengenai k e b u t u h a n biaya pelaksanaan kegiatan 
termasuk r inc i an k e b u t u h a n bahan dan peralatan serta gambar teknis 
u n t u k pekerjaan kons t ruks i ; 

h- tanda tangan dan nama lengkap calon penerima h ibah 
(pimpinan/ketua) serta stempel/cap organisasi/lembaga. 

(3) Apabila kegiatan yang d ia jukan berupa pekerjaan kons t ruks i dengan n i la i 
Rp. 100.000.000,- (seratus j u t a rupiah) a t au lebih, maka rencana 
anggaran biaya' sebagaimana d imaksud pada ayat (2) h u r u f g harus 
d ibuat dan d i tandatangani oleh orang a tau badan yang memi l ik i 
kompetensi da lam bidang kons t ruks i . 

(4) Proposal sebagaimana d imaksud pada ayat (1) u n t u k permohonan h ibah 
berupa barang pa l ing sedikit memuat : 
a. latar belakang, berisi u r a i a n tentang gambaran u m u m mengenai fakta-

fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi 
d i laksanakannya kegiatan dan d ia jukannya u s u l a n h ibah oleh calon 
penerima h ibah ; 

b. m a k s u d dan t u j u a n , berisi u r a i a n tentang m a k s u d dan t u j u a n 
d i laksanakannya kegiatan yang akan dibiayai oleh dana h ibah ; 

! 
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c. susunan kepengurusan (organisasi kemasyarakatan/kelompok orang), 
beris i u r a i a n tentang susunan pengurus dar i organisasi 
kemasyarakatan/kelompok orangyang mengajukan usu lan h ibah ; 

d. domis i l i sekretariat (organisasi kemasyarakatan/kelompok orang), berisi 
u ra i an tentang keberadaan / a lamat sekretariat dar i organisas 
kemasyarakatan / kelompok orang yang mengajukan u s u l a n h ibah dan 
nomor telepon yang dapat d i h u b u n g i sewaktu-waktu apabi la 
d ibutuhke in ; | 

e. jenis dan j u m l a h barang yang d imohon, beris i u r a i a n tentang jenis dan 
j u m l a h barang yang d imohon oleh calon pener ima h ibah kepada 
Pemerintah Daerah; dan 

f. tanda tangan dan nama lengkap calon penerima h ibah 
(pimpinan/ketua) serta stempel/cap organisasi/lembaga. 

(5) Kepala daerah m e n u n j u k SKPD terka i t u n t u k me lakukan evaluasi usu lan 
sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (1). 

(6) SKPD terka i t sebagaimana d imaksud pada ayat (5) adalah SKPD yang 
memi l i k i tugas pokok dan fungsi sesuai dengan rencana kegiatan 
sebagaimana t e r can tum da lam u s u l a n h ibah . 

(7) Dalam melaksanakan proses evaluasi sebagaimana d imaksud pada ayat 
(5), SKPD terka i t dapat me l akukan proses evaluasi dengan ban tuan SKPD 
teknis , a t au dapat membentuk t i m evaluasi yang d i te tapkan dengan 
Keputusan Kepala SKPD. 

(8) Tu juan d i l akukannya evaluasi sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (5) 
adalah sebagai be r ikut : 
a. U n t u k mengetahui kesesuaian antara harga da lam proposal 

dengan standar sa tuan harga yang ber laku d i l i ngkungan Pemerintah 
Daerah a tau apabi la komponen yang d i b u t u h k a n t idak terdapat 
da lam standar sa tuan harga, maka dapat menggunakan harga 
pasar yang be r l aku saat i t u ; 

b. U n t u k mengetahui kesesuaian antara k e b u t u h a n peralatan dan bahan 
serta k e b u t u h a n la innya yang d ipe r lukan da lam pelaksanaan kegiatan 
dengan jen is kegiatannya; 

c. U n t u k memas t ikan keberadaan organisasi kemasyarakatan/orang 
yang menga jukan u s u l a n h ibah (tidak f ikt i f ) ; 

d . U n t u k memast ikan domisi l i/alamat sekretariat (organisasi 
kemasyarakatan/kelompok orang) sebagaimana t e rcantum dalam 
proposal yang d i a jukan oleh calon penerima h ibah ; 

e. U n t u k memast ikan kegiatan yang akan dibiayai dengan dana h ibah 
be lum d i laksanakan oleh calon penerima h ibah ; dan 

f. U n t u k memin ta dokumen-dokumen pendukung yang d iper lukan 
sesuai k ebu tuhan . 

(9) Kepala SKPD terka i t sebagaimana d imaksud pada ayat (5) menyampaikan 
has i l evaluasi berupa rekoraendasi kepada kepala daerah mela lu i TAPD. 

(10) TAPD member ikan pert imbangan atas rekomendasi sebagaimana 
d imaksud pada ayat (9) sesuai dengan pr ior i tas dan kemampuan 
keuangan daerah. 

i 
I 



Pasal 10 
< 

(1) Rekomendasi kepala SKPD dan per t imbangan TAPD sebagaimana 
d imaksud dalam* Pasal 9 ayat (9) dan ayat (10) menjadi dasar 
pencantuman alokasi anggaran h ibah dalam rancangan KUA dan PPAS. 

(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana d imaksud pada ayat (1), 
me l iput i anggaran h i bah berupa uang, barang, dan/a tau jasa. 

Pasal 11 
i 

J 
1 

(1) H ibah berupa uang d i c an tumkan da lam RKA-PPKD. 
(2) H ibah berupa barang a tau jasa d i can tumkan da lam RKA-SKPD. 

(3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (1) dan ayat 
(2) menjadi dasar penganggaran h i bah da lam APBD sesuai peraturan 
perundang-undangan. 

i 
i Pasal 12 
i 

i 

(1) H ibah berupa u a n g d ianggarkan dalam ke lompok belanja t idak langsung, 
j en is belanja h ibah , obyek, dan r inc ian obyek belanja berkenaan pada 
PPKD. I 

(2) H ibah berupa barang a tau jasa dianggarkan da lam kelompok belanja 
langsung yang d i fo rmulas ikan kedalam program dan kegiatan, yang 
d iu ra ikan kedalam jen is belanja bcirang dan jasa, obyek belanja h ibah 
barang dan jasa berkenaan kepada p ihak ket iga/masyarakat, dan r inc ian 
obyek belanja h ibah barang a tau jasa kepada p ihak ketiga/masyarakat 
berkenaan pada SKPD. 

(3) Rincian obyek belanja sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (1) dan ayat (2) 
d i can tumkan nama pener ima dan besaran h ibah . 

I Bagian Ketiga 

Pelaksanaan dan Penatausahaan 

Pasal 13 

(1) Pelaksanaan anggaran h ibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD. 
(2) Pelaksanaan anggaran h i bah berupa barang a tau jasa berdasarkan atas 

DPA-SKPD. ! 
> 

I Pasal 14 

(1) Setiap pember ian h i bah d i tuangkan da lam NPHD yang d i tandatangani 
bersama oleh kepala daerah dan penerima h ibah . 

(2) Kewenangan penandatanganan NPHD sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
d i l impahkan kepada: 
a. U n t u k h ibah berupa uang penandatanganan d i l a k u k a n oleh kepala 

PPKD; i 
b. U n t u k h ibah berupa barang a tau jasa penandatanganan d i l akukan oleh 

kepala SKPD pemi l ik kegiatan. 

1 



f 

(3) NPHD sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (1) pa l ing sedikit memuat 
ketentuan mengenai: 
a. pemberi dan pener ima h ibah ; 
b. t u j u a n pember ian h ibah ; 
c. besaran/r inc ian penggunaan h ibah yang a k a n d i ter ima; 
d. hak dan kewaj iban; 
e. tata cara penyaluran/penyerahan h ibah ; 
f. ta ta cara pelaksanaan pekerjaan; 
g. spesifikasi teknis pekerjaan; 
h . ta ta cara pelaporan dan pertanggungjawaban h ibah ; dan 
i . pengembalian sisa anggaran. 

j 

I Pasal 15 

(1) Kepala daerah menetapkan daftar penerima h i bah beserta besaran uang 
a tau j en is barang a t a u jasa yang akan d ih i bahkan dengan keputusan 
kepala daerah berdasarkan pera turan daerah tentang APBD dan peraturan 
kepala daerah tentang penjabaran APBD. 

(2) Keputusan kepala daerah berisi daftar pener ima h i bah secara r inc i (by 
name by address) beserta besaran uang a tau jen is barang a tau jasa yang 
akan d ih ibahkan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dapat d ibuat da lam 
sa tu Keputusan a t a u leb ih d a r i satu Keputusan. 

J 

(3) Dalam ha l Keputusan kepala daerah d ibuat lebih dar i satu Keputusan 
sebagaimana d imaksud pada ayat (2), Keputusan tersebut dapat 
d idasarkan pada k r i t e r i a sebagai ber ikut : 
a. Berdasarkan jen is kegiatan h ibah; 
b. Berdasarkan SKPD penanggungjawab h ibah ; dan/a tau 
c. Berdasarkan w a k t u pelaksanaan kegiatan ( insidenti l ) . 

(4) Tanggung j awab penyusunan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) dan (2) adalah: 

a. U n t u k h i bah berupa uang berada d i SKPD yang membidangi 
perencEinaan daerah berkoordinasi dengan SKPD terka i t ; dan 

b. U n t u k h ibah berupa barang a tau jasa berada d i SKPD terka i t 

(5) Daftar pener ima h i b a h sebagaimana d imaksud pada ayat (1) menjadi dasar 
penyaluran/penyerahan h ibah . 

(6) Penyaluran/penyerahan h i bah dar i pemer intah daerah kepada penerima 
h ibah d i l akukan setelah penandatanganan NPHD. 

(7) Dalam h a l h i b a h berupa barang, Penyaluran/penyerahan h ibah dar i 
pemer intah daerah kepada penerima h ibah di lengkapi dengan berita acara 
serah te r ima barang. 

(8) Pencairan h ibah da lam ben tuk uang d i l a k u k a n dengan mekanisme 
pembayaran langsung (LS). 

(9) Pencairan h i bah berupa uang sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (8) 
dapat d i l a k u k a n sekaligus a tau secara bertahap sesuai kemampuan 
keuangan daerah yang d i a tu r lebih lan ju t da lam NPHD. 

(10) Pencairan h ibah berupa uang sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (8) 
d i l akukan setelah ada permohonan pencairan dar i pener ima h ibah . 

(11) Permohonan pencairan sebagaimana d imaksud pada ayat (10) d isampaikan 
kepada PPKD, d i lengkapi dengan rekomendasi dar i SKPD terkai t . 

i 

I 

i 



I 

(12) Da lam ha l permohonan dan kelengkapan persyaratan sudah sesuai, PPKD 
mencairkan dana h i bah sesuai dengan DPA-PPKD. 

(13) Tata cara penatausahaan pencairan dana h i bah d i SKPKD di laksanakan 
sesuai ke tentuan pera turan perundang-undangan yang ber laku. 

! Pasal 16 

(1) Pengadaan barang dan/atau jasa oleh pener ima h ibah d i laksanakan 
dengan ke ten tuan sebagai ber ikut : 

a. U n t u k pemberian h ibah kepada pemer intah, pemer intah daerah 
la innya, dan ;perusahaan daerah proses pengadaan barang dan jasa 
d i laksanakan sesuai ke tentuan perundang-undangan pengadaan 
barang dan jasa pemer intah. 

b. U n t u k pember ian h ibah kepada masyarakat, dan organisasi 
kemasyarakatan proses pengadaan barang dan jasa d i laksanakan oleh 
penerima h ibah . 

(11) Penggunaan dana h i bah harus sesuai dengan proposal yang te lah 
d ia jukan dan d ise tu ju i , kecual i terjadi keadaan memaksa. 

(12) Keadaan memaksa sebagaimana d imaksud pada ayat (2) adalah kejadian-
kejadian yang dengan segala daya dan upaya t idak dapat d iduga dan t idak 
dapat diatasi oleh Pihak yang mengalaminya yang antara l a in adalah; 
bencana a l am , i wabah penyakit , pemberontakan/huru-hara/perang, 
kebakaran, sabotase, pemogokan u m u m , pera turan dan/atau larangan 
pemer intah yang t idak dapat d i t u n t u t 

I Bagian Keempat 
i Pelaporan dan Pertanggungjawaban 
i 

: Pasal 17 
I 

J 

(1) Penerima h i bah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan h ibah 
kepada kepala daerah me la lu i PPKD dengan t embusan SKPD terkai t . 

(2) Penerima h i b a h berupa barang a tau jasa menyampaikan laporan 
penggunaan h ibah kepada kepala daerah me la lu i kepala SKPD terkait . 

t 
i 

I Pasal I S 
i 

! 
(1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi j en is belanja h ibah pada PPKD 

da lam t a h u n anggaran berkenaan. 
(2) H ibah berupa barang a tau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja 

h ibah pada jen is belanja barang dan jasa da lam program dan kegiatan 
pada SKPD terkai t . 

f 
1 

! Pasal 19 

(1) Penerima h i bah bertanggungjawab secara formal dan mater ia l atas 
penggunaan h i bah yang di ter imanya. 

i 
s 
f 

! 

I 
I 

i 



(2) Pertanggungjawaban pener ima h ibah me l iput i : 

a. laporan penggunaan h ibah me l iput i : 

1) pendahu luan , beris i u ra i an tentang gambaran u m u m mengenai 
pelaksanaan kegiatan/penggunaan dana h ibah yang telah d i l akukan 
oleh penerima h ibah ; 

2) m a k s u d dari t u j u a n , berisi uraiain tentang m a k s u d dan t u j u a n 
d i susunnya laporan penggunaan dana h i b a h ; 

3) realisasi penggunaan dana, berisi u r a i a n tentang anggaran yang 
te lah d ibe lanjakan termasuk sisa anggaran yang t idak d igunakan 
u n t u k membiayai kegiatan yang te lah d i laksanakan sesuai dengan 
proposal h ibah yang telah d ia jukan kepada Pemerintah Daerah; 

4) p enu tup , ber is i u r a i a n tentang ha l -ha l yang per lu u n t u k 
d isampaikan oleh penerima dana h i bah terka i t dengan kegiatan yang 
telah d i laksanakan, te rmasuk permasalahan yang d lhadapi . 

5) tanda tangan dan nama lengkap pener ima h i bah (pimpinan/ketua) 
serta stempel/cap organisasl/Iembaga (bagi ke lompok masyarakat) . 

b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa h ibah yang 
d i ter ima te lah d igunakan sesuai proposal dan NPHD; dan 

c. b u k t i - b u k t i pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai pera turan 
perundang-undangan bagi penerima h i bah berupa uang a tau sal inan 
b u k t i serah ; t e r ima barang/jasa bagi pener ima h i bah berupa 
barang/jasa. ; 

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana d imaksud pada ayat (2) h u r u f a dan 
h u r u f b d i sampa ikan kepada kepala daerah pal ing lambat tanggal 10 
bu lan J a n u a r i t a h u n anggaran ber ikutnya, kecual i d i t en tukan la in sesuai 
pera turan perundang-undangan. 

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (2) h u r u f c 
d is impan dan d ipergunakan oleh penerima h i bah selaku obyek 
pemeriksaan. ! 

(5) Terhadap penggunaan h ibah berupa uang dengan j u m l a h d i atas Rp. 
1.000.000.000,00 (satu mi lyar rupiah) d i l akukan pemeriksaan/audit oleh 
Kantor A k u n t a n Publ ik/Inspektorat Kabupaten Pacitan. 

(6) Terhadap penggunaan h ibah berupa uang dengan j u m l a h sampai 
dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu mi lyar rupiah) dapat d i l akukan 
pemeriksaan / aud i t oleh Inspektorat Kabupaten Pacitan. 

(7) Pembiayaan penggunaan Kantor A k u n t a n Publ ik sebagaimana d imaksud 
pada ayat (5), d ibebankan pada masing-masing penerima h ibah . 

I Pasal 2 0 

Apabila pener ima ; belanja h ibah berupa uang dalam melaksanakan 
kegiatannya terdapat sisa anggaran maka se luruh sisa tersebut wajib disetor 
ke Rekening Kas U m u m Daerah pal ing lambat 5 (lima) h a r i setelah laporan 
pertanggungjawaban d isampaikan, a tau selambat- lambatnya pada tanggal 15 
bu lan j a n u a r i t a h u n anggaran ber ikutnya . 

i 

I Pasal 21 

(1) Realisasi h i bah d i c an tumkan pada laporan keuangan pemer intah daerah 
dalam t a h u n anggaran berkenaan. 

i 



(2) H ibah berupa barang yang be lum diserahkan kepada penerima h ibah 
sampai dengan a k h i r t a h u n anggaran berkenaan d i laporkan sebagai 
persediaan da lam neraca. 

\ BAB IV 
• MONITORING DAN EVALUASI 

; Pasal 22 

(1) SKPD terka i t me l akukan moni tor ing dan evaluasi atas pemberian h ibah . 
(2) Moni tor ing dan evaluasi sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (1) dapat 

d i l akukan pada | saat pelaksanaan pekerjaan dan/a tau pada a ld i i r 
pelaksanaan pekerjaan, 

(3) Moni tor ing dan j evaluasi sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (1) 
d i t i t ikbera tkan pada: 
a. Penggunaan daha; 
b. Kesesuaian pekerjaan dengan proposal dan/a tau NPHD; dan 
c. Permasalahan yang d ihadapi . 

(4) Dalam pelaksanaan moni tor ing dan evaluasi sebagaimana d imaksud pada 
ayat (1), SKPD terka i t dapat membentuk t i m mon i to r ing dan evaluasi yang 
d i te tapkan dengan Keputusan Kepala SKPD. 

(5) Hasi l mon i t o r ing dan evaluasi sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
d isampaikan kepada kepala daerah dengan tembusan kepada inspektorat 
Kabupaten Pacitan. 

i 

i Pasal 2 3 
) 

Dalam ha l has i l mon i to r ing dan evaluasi sebagaimana d i m a k s u d dalam Pasal 
22 ayat (2) terdapat penggunaan dana h i bah yang d isa lahgunakan, penerima 
h ibah yang bersangkutan d ikenakan sanks i sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

t 

! 

' BAB V 
' KETENTUAN PENUTUP 
I 

! Pasal 2 4 

Dengan ber lakunya Peraturan Bupa t i i n i maka Peraturan Bupa t i Pacitan 
Nomor 35 T a h u n 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban 
belanja h ibah , b a n t u a n sosial, dan ban tuan keuangan sebagaimana te lah 
d iubah dengan Peraturan Bupa t i Pacitan Nomor 29 Tahun 2010, d icabut dan 
d inyatakan t idak ber laku lagi. 

> 

i j 
( 
I 

r 
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Pasal 25 

Peraturan B u p a t i i n i m u l a i ber laku pada tanggal d i te tapkan. 
I 

! 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memer in tahkan pengundangan 
Peraturan B u p a t i i n i dengan penempatannya da lam Ber i ta Daerah Kabupaten 
Pacitan. 

Ditetapkan di Pacitan 
Pada tangga l : 2 7 - 12 - 2011 

BUPATI PACITAN 

Cap.ttd 

INDARTATO 

Dlundangkan; dl Pacitan 
Pada tanggal 2 7 Desember2011 

i 

S E K R E T A R I S D A E R A H 

Ir. MULYONO. MM. 
7 Pembina Utama Madya » ^ 
NIP. 19571017 198303 1 0 1 4 / 7 

B E R I T A D A E R A H KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011 NOMOR 56 

i 



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR : TAHUN 2011 
TANGGAL : - - 2011 

DOKUMEN ADMINISTRASI HIBAH 

A. PROPOSAL PERMOHONAN HIBAH 
A . l . CONTOH SUSUNAN PROPOSAL : 

1. Cover/Halaman J u d u l 
2. Sura t Pengajuan Permohonan Pengajuan Dana 
3. Is i Proposal me l ipu t i : 

(paket, orang, u n i t , dll) 

(jelaskan) 
(jelaskan) 

Qelaskan) 
(jelaskan) 
(hari / b u !an / tah u n) 
Rp / 

a. Kegiatan 
1. Nama Kegiatan 
2. Vo lume Kegiatan 
3. Lokasi Kegiatan 
4. Latar Belakang 
5. M a k s u d dan Tu juan 
6. Penerima 
7. Has i l Yang D iharapkan 
8. Pelaksana Kegiatan 
9. Jadwa l Pelaksanaan 
10. j u m l a h uang/jenis barang 
11 . Penutup. 

Lampiran: 
1. Nama, susunan kepengurusan d a n a lamat penerima. 
2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) 

b. Kegiatan (Jifca terkait pekerjaan konstruksi) 
1. Nama Kegiatan 
2. Vo lume Kegiatan 
3. Lokasi Kegiatan 
4. Latar Belakang 
5. M a k s u d dan t u j u a n 
6. Sasaran/Penerima Manfaat : 
7. Hasi l Yang D iharapkan 
8. Pelaksana Kegiatan 
9. Jadwa l Pelaksanaan 
10. j u m l a h uang/jenis barang 
1 1 . Penutup. 

Lampiran : 
1. Nama, susunan kepengurusan dan a lamat penerima. 
2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) 
3. Foto keadaan 0%. 
4. Gambar Teknis . 

(paket, orang, u n i t , dll) 

(jelaskan) 
(jelaskan) 

(jelaskan) 
(jelaskan) 
(hari / bu lan / tahun) 
Rp / 

Catatan ; 
Proposal d ibua t rangkap 4 (empat), Tanda tangan dan/a tau stempel asli 
se luruhnya (t idak d i foto copy). 

i 
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A.2. CONTOH C O V E R PROPOSAL 

PROPOSAL 
PERMOHONAN HIBAH 

; KEGIATAN 
I LOKASI 
I TAHUN 

Nama Pemohon 
i 

Kegiatan * 

Alamat i 

Nomor Telepon 



A.3. CONTOH SURAT PERMOHONAN HIBAH 

Nomor ; 
Sifat : 
Lamp : 1 (satu) berkas 
Perihal : Permohonan B a n t u a n Dana 

Hibah APBD Kabupaten Pacitan 
T a h u n 

Pacitan, 20. 

Kepada 

Yth . B u p a t i Pacitan 

d i -

Pac i tan 

Bersama i n i d isampaikan dengan hormat Proposal Permohonan 
B a n t u a n ; Dana Hibah APBD Kabupaten Pacitan 
T a h u n ', , d i Lokasi da lam rangka 
kegiatan '. dengan r inc ian k e b u t u h a n anggaran/barang 
sebagaimana ter lampir . 

I 
Dcmik i an atas bantuannya d isampaikan ter ima kas ih . 

i 

Mengetahui 

KEPALA D E S A / K E L , 
KECAMATAN 

(lokasi kegiatan) 

Hormat kam i 

Pemohon 

(Nama Terang & Stempel) 

CAMAT 

(lokasi kegiatan) 

(Nama Terang & Stempel) 

(Nama Terang & Stempel) 



A.4. CONTOH RAB 

I RENCANA ANGGARAN BIAYA 
I 

\ 

KEGIATAN : j 
VOLUME : i 
D E S A / K E L . : 
KAB : i 
TAHUN : -

NO URAIAN V O L U M E SATUAN HARGA 
SATUAN (Rp.) 

JUMLAH 

JUMLAH 

Terb i l ang : j 

j Pacitan, 
i 

Mengetahui Pemohon/penyusun* 
r 

K E P A L A D E S A / K E L 
KECAMATAN i 

( lokasi kegiatan) 
I 

(Nama Terang & Stempel) 

i 

(Nama Terang & Stempel) 

CAMAT 

(lokasi kegiatan) 

(Nama Terang & Stempel) 

* Catatan: da lam h a l permohonan h i bah dengan n i l a i Rp. 100.000.000,-
(seratus j u t a rupiah) a t au lebih maka rencana anggaran biaya 
ha rus d ibua t dan d i tandatangani oleh orang a tau badan yang 
memi l i k i kompetensi da lam b idang kons t ruks i 

> 

t 



B. CONTOH KWITANSI 

Nomor: 

Terima dar i ; 
Sebesar ! 
U n t u k Pembayaran 

Terbilang 

KWITANSI 

Bupa t i Pacitan 
(nominal dalam huruf) 

Belanja h i bah APBD Kabupaten Pacitan da lam 
rangka kegiatan 

T a h u n 

Mengetahui , 
KEPALA DESA/KELURAHAN 

(lokasi domisil i ) 

(Nama Terang 66 Stempel) 

Kabupaten Pacitan., 
Penerima 

Maierai 
Rp, 6.000.-

(Nama Terang 6 5 Stempel) 

( 

\ 

i 

I 

t 
j 



C. CONTOH NASKAH PERJANJ IAN HIBAH DAERAH (NPHD) 

NASKAH PERJANJ IAN HIBAH DAERAH (NPHD) 

Pada h a r i i n i .tanggal bu l an t ahun 
, (diisikan hari tanggal bulan dan tahun pada saat dilaksanakannya 

kegiatan) yang bertanda-tangan d ibawah i n i : 
I 

[. Nama : 
NIP : : 
Pangkat : 
Jabatan : [PPKD untuk hibah uang/kepala SKPD untuk hibah barang) 
Instansi : '. 
A lamat : 
Yang ber t indak u n t u k dan atas nama B u p a t i Pacitan yang selanjutnya 
disebut P IHAK PERTAMA 

I I . Nama 
No.KTP 
Jabatan : Ketua 
Alamat Lembaga: ' 
Kegiatan 'J. 
Yang ber t indak j u n t u k dan atas nama (diisi nama Lembaga 
Penerima Hibah) se lanjutnya da lam Naskah Pei janj ian H ibah Daerah i n i 
disebut P IHAK KEDUA . 

Kedua belah p ihak sepakat u n t u k me lakukan Perjanjian Hibah Daerah 
dengan ke ten tuan sebagai b e r i k u t : 

BAB I 
JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH 

Pasal 1 

(1) PIHAK PERTAMA member ikan h ibah kepada PIHAK KEDUA, berupa uang 
sebesar jRp . { Rupiahj/barang 
sejumlah : yang bersumber dar i Belanja H ibah Daerah, 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan T a h u n 

(2) Dana sebagaimana ayat (1) d ipergunakan u n t u k progam/kegiatan 
d i , Desa/Kelurahan , Kecamatan , , 

sebagaimana Proposal/RAB ter lampir yang merupakan bagian t idak 
terp isahkan d a r i NPHD i n i ; 

i i BAB I I 
. PENCAIRAN DANA HIBAH D A E R A H 

Pasal 2 

(1) Pencairan belanja h ibah daerah yang bersumber dar i Anggaran 
Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pacitan t ahun 
d i l akukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ber laku dan 
pr insip-pr insip kepatutan dalam pengelolaan Keuangan Daerah sesuai 
dengan proposal/RAB sebagaimana pasal 1 ayat (2); 



(2) Pencairan belanja h ibah d i l akukan dengan cara bertahap dengan 
prosentase/sekaligus {pilih salah satu) 

(3) U n t u k proses i pencairan belanja h i bah daerah, PIHAK KEDUA 
mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA di lengkapi 
rekomendasi SKPD terka i t ; 

(4) Pengajuan permohonan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan 
d i l amp i r i masing-masing 4 rangkap : 
a. Surat Permohonan B a n t u a n Dana kepada B u p a t i Pacitan yang 

d ike tahu i oleh Kepala Desa/Lurah dan/a tau Camat; 
b. Naskah Perjanjian H ibah Daerah; 
c. Kwi tans i asl i d a n bermaterai c u k u p , yang te lah d i tandatangani dan 

distempel; | 
d. Fotokopi Rekening B a n k Penerima H ibah Daerah yang mas ih ak t i f 

(atas 'nama lembaga). 
e. Proposal / Rencana Anggaran Biaya. 
f. Fotocopy KTP PIHAK KEDUA. 
g. Fotocopy Legalitas Lembaga. 
h . Surat Pernyataan Bertanggungjawab Mut lak/Pakta Integritas. 

(5) PIHAK KEDUA . setelah mener ima belanja h ibah dar i PIHAK PERTAMA, 
segera me laksanakan kegiatan sesuai Proposal/ Rencana Anggaran 
Biaya; j 

(6) Pekerjaan kegiatan T a h u n d inya takan selesai apabi la 
PIHAK KEDUA te lah member ikan laporan pertanggungjawaban keuangan 
yang d iserahkan pada Pihak PERTAMA. 

BAB I I I 
I KEWAJIBAN PIHAK K E D U A 
I Pasal 3 

(1) Melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program 
dan kegiatan yang d idana i da r i belanja h i bah daerah yang te lah d isetuju i 
PIHAK PERTAMA dengan pr ins ip-pr ins ip kepa tu tan da lam pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

(2) Membuat dan menyampaikan Per tan^ung jawaban penggunaan belanja 
h ibah daerah beserta fotocopy b u k t i t ransaks i kepada PIHAK PERTAMA 
selambatnya 1 (satu) bu l an setelah pelaksanaan kegiatan; 

r 

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana d imaksud pada ayat (2) da lam bentuk 
b u k t i tanda te r ima uang dan b u k t i - b u k t i penggunaan dana yang sah 
sesuai dengan Naskah Perjanjian H ibah Daerah (NPHD) dan 
Proposal/RAB ; i 

(4) Apabi la da lam batas yang telah d i t en tukan t idak menyampaikan laporan 
sebagaimana d i m a k s u d da lam ayat (3) maka a k a n d ikenakan sanks i 
h u k u m sesuai dengan perundang-undangan yang be r laku ; 

(5) Meny impan laporan Realisasi penggunaan dana h i bah serta b u k t i - b u k t i 
la innya yang sah sesuai dengan Proposal; 

(6) Apabi la pener ima belanja h i bah sampai dengan batas akh i r pelaksanaan 
terdapat sisa dana maka harus disetor ke Rekening Kas U m u m Daerah 
dan mcng i r imkan b u k t i setor kc PIHAK PERTAMA; 



i 
i 

(7) Apabila da lam penggunaan belanja h ibah terjadi penyimpangan yang 
menyebabkan kerug ian negara, maka menjadi tanggung jawab penuh dar i 
Pihak KEDUA. : 

: BAB IV 
I KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA 

Pasal 4 
-

(1) PIHAK PERTAMA wajib menca i rkan belanja h i bah sebagaimana Pasal 1 
ayat (1) apabi la PIHAK KEDUA te lah memenuh i persyaratan pencairan 
belanja h i b a h sebagaimana ke tentuan yang be r laku ; 

(2) PIHAK PERTAMA berhak menunda pencairan belanja h ibah daerah 
apabi la PIHAK KEDUA t idak/be lum memenuh i persyaratan yang telah 
d i t e t a p k a n ; i 

(3) PIHAK PERTAMA dapat melaksanakan mon i to r ing dan evaluasi atas 
penggunaan dana h i bah daerah berdasarkan Proposal dan laporan 
pertanggungjawaban penggunaan dana h ibah ; 

I BAB V 
PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN B E L A N J A (RAB) 

Pasal 5 

(1) Dalam ha l terdapat perubahan rencana anggaran belanja sebagaimana 
t e rcantum da lam proposal/RAB, PIHAK KEDUA mengajukan perubahan 
d imaksud kepada PIHAK PERTAMA dengan t i dak menambah j u m l a h 
anggaran d a n t u j u a n penggunaan belanja h i b a h ; 

(2) Perubahan RAB hanya dapat d i l a k u k a n da lam fo rum Musyawarah 
sebagaimana d i a tu r da lam ketentuan yang be r l aku dan d i tuangkan 
da lam Ber i ta Acara Perubahan yang merupakan bagian yang t idak 
terp isahkan d a r i NPHD i n i . 

> 

; BAB VI 
I F O R C E M A J E U R E 

Pasal 6 

(1) T idak d i laksanakannya a tau te r tundanya pelaksanaan sebagian a tau 
kese luruhan ke ten tuan Peijanjian i n i oleh salah sa tu a tau Para Pihak, 
t idak dianggap sebagai pelanggaran terhadap is i Perjanjian apabi la ha l 
tersebut ter jadi ak ibat adanya Force Majeure. 

(2) Yang d i m a k s u d dengan Force Majeure da lam Pei janj ian i n i adalah 
kejadian-kejadian yang dengan segala daya dan upaya t idak dapat d iduga 
dan t idak dapat d iatas i oleh Pihak yang mengalaminya yang antara l a in 
adalah sebagai ber ikut : bencana a lam, wabah penyakit , 
pemberontakan/huru-hara/perang, kebakaran, sabotase, pemogokan 
u m u m , pe ra turan dan/a tau larangan pemer intah yang t idak dapat 
d i t u n t u t . I 

(3) Pihak yang ] t i dak dapat melaksanakan kewaj ibannya harus 
menyampaikan pember i tahuan ter tu l i s kepada Pihak la innya da lam 
w a k t u pa l ing l ambat 30 (tiga pu luh ) h a r i kalender sejak terjadinya 
perist iwa yang dianggapnya sebagai Force Majeure tersebut begitu j u g a 
saat be rakh imya . 



(4) Semua kerug ian dan biaya yang d ider i ta oleh salah sa tu p ihak sebagai 
akibat ter jadinya Force Majeure b u k a n merupakan tanggung jawab p ihak 
yang la innya. ; 

BAB VI I 
j PENYELESA IAN P E R S E L I S I H A N 

? Pasal 7 

(1) Apabila ter jadi persel is ihan da lam perjanj ian sewa menyewa i n i , 
maka Para Pihak a k a n berupaya me lakukan musyawarah u n t u k mencar i 
penyelesaian bersama secara musyawarah mufaka t dan kekeluargaan. 

t 

(2) Apabi la me la lu i musyawarah sebagaimana d imaksud ayat (1) t idak 
mendapatkan j a l a n penyelesaian, maka para p ihak sepakat memi l ih 
kediaman (Domisili ) h u k u m yang tetap dan t idak berubah d i Kepaniteraan 
Pengadilan Negeri Pacitan. 

j BAB VI I I 
; PENUTUP 

Pasal 8 

NPHD i n i m u l a i be r l aku pada tanggal d i tandatangani 

Demik ian pei janj iar i i n i d ibuat dan di tandatangani pada har i , tanggal, bu lan , 
dan t a h u n sebagaimana tersebut diawal per janj ian, da lam rangkap 2 (dua) 
bermaterai c u k u p , d a n masing-masing mempunya i kekua tan h u k u m yang 
sama. i 

PIHAK KEDUA, P IHAK PERTAMA, 

Materai 
Rp. 6.000.-
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D. CONTOH PAKTA I N T E G R I T A S HIBAH BERUPA UANG 
1 

I 
Yang bertandatangan d i bawah i n i , saya: 
Nama : I 
Nomor KTP : ( 
Alamat : 
Jabatan : i 
Bert indak u n t u k dan atas nama : 

Dalam rangka pe laksanaan kegiatan yang d ib iaya i d a r i dana h ibah , 
dengan i n i menya takan bahwa saya : 
1. t i dak a k a n m e l a k u k a n p rak t ek Korups i , Ko lus i , dan Nepotisme (KKN); 
2. akan me laporkan kepada p ihak yang berwaj ib/berwenang apabi la 

mengetahui ada i n d i k a s i Korups i , Ko lus i , dan Nepotisme (KKN) da lam 
proses pe laksanaan keg iatan yang d ib iaya i d a r i dana h i b a h i n i ; 

3. a k a n menggunakan dana h i b a h sesuai dengan u s u l a n proposal h ibah 
dan Naskah Perjanj ian H ibah Daerah serta pe laksanaannya a k a n 
m e m a t u h i Pera turan perundang-undangan yang be r l aku ; 

4. apabi la saya melanggar ha l -ha l yang te lah saya nya takan da lam Pakta 
Integr i tas i n i , saya berscdia d ikenakan sanks i sesuai dengan Peraturan 
perundang-undangan yang ber laku . 

Pac i tan , 

Pener ima hibah 

Meterai Rp. 6000/ t td 

(Nama lengkap) 
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E . CONTOH PAKTA I N T E G R I T A S HIBAH BERUPA BARANG/JASA 

Yang bertandatangan d i bawah i n i , saya: 
Nama : j 
Nomor KTP : • 
Alamat : : 
Jaba tan : J 
Bert indak u n t u k dan atas nama : 

Da lam rangka penggunaan barang h i bah d a r i pemer in tah daerah, 
dengan i n i menya takan bahwa saya : 
1. akan menggunakan barang h i b a h sesuai dengan u s u l a n proposal 

h i bah d a n Naskah Perjanjian H ibah Daerah serta pe laksanaannya 
akan m e m a t u h i Peraturan perundang-undangan yang be r l aku ; 

2. apabi la saya melanggar ha l -ha l yang te lah saya nya takan da lam 
Pakta Integr i tas i n i , saya bersedia d ikenakan sanks i sesuai dengan 
Peraturan pe rundang-undangan yang be r l aku . 

} 

} 

! 
! 

i 

\ Pac i tan , 

Pener ima hibah 

I Metera i Rp. 6 0 0 0 / t t d 
r 

\ (Nama lengkap) 

! 
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F . CONTOH SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB HIBAH 
BERUPA UANG 

\ 
] 

Yang bertandatangan d i bawah i n i , saya: 
Nama : 1 
Nomor KTP : j 
Alamat : ̂  
Jaba tan : • 
Bert indak u n t u k dan atas nama : 

Dengan i n i menyatakan bahwa saya sebagai penerima dana h ibah 
telah menggunakan dana h i bah tersebut sesuai dengan u s u l a n proposal 
h i bah dan Naskah Perjanjian H ibah Daerah serta pe laksanaannya telah 
m e m a t u h i Peraturan pe rundang-undangan yang be r l aku serta saya akan 
bertanggungjawab m u t l a k terhadap penggunaan dana h i bah d imaksud . 

Apabi la d i kemudiar i h a r i d ike tahu i terjadi penyimpangan dalam 
penggunaannya sehingga kemud ian m e n i m b u l k a n kerug ian daerah, 
maka saya bersedia menggant i dan menyetorkan kerug ian tersebut ke 
kas daerah serta bersedia mener ima sanks i sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang ber laku . 

Demik ian surat pernyataan i n i d ibuat dengan penuh kesadaran dan 
rasa tanggung jawab serta u n t u k d ipergunakan sebagaimana mestinya. 

\ Pac i tan , 

Pener ima hibah 
"f 

\ Metera i Rp. 6 0 0 0 / t t d 
j 

(Nama lengkap) 

i 

1 
1 

J 

i 
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G. CONTOH SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB HIBAH 
BERUPA BARANG 

i 

Yang bertandatangan d i bawah i n i , saya: 
Nama : I 
Nomor KTP : '' 
A lamat : \ 
Jabatan : i 
Bert indak u n t u k dan atas nama : 

* 

Dengan i n i menyatakan bahwa saya sebagai pener ima h ibah berupa 
barang telah menggunakan barang tersebut sesuai dengan u s u l a n 
proposal h i b a h dan Naskah Perjanjian H ibah Daerah serta 
pelaksanaannya te lah m e m a t u h i pe rundang u n d a n g a n yang be r l aku 
serta saya akan bertanggung jawab m u t l a k tcrhadap penggunaan barang 
d imaksud . [ 
Apabila d i kemud ian har i d ike tahu i ter jadi penjdmpangan dalam 
penggunaannya sehingga kemud ian men imbu lkan kerug ian daerah, 
maka saya bersedia mener ima sanksi sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang ber laku . 

Demik ian surat pernyataan i n i d ibuat dengan penuh kesadaran dan 
rasa tanggung jawab serta u n t u k d ipergunakan sebagaimana mestinya. 

i 

j Pac i tan , 

! Pener ima hibah 
j 

j Metera i Rp. 6 0 0 0 / t t d 

; (Nama lengkap) 

BUPATI PACITAN 

Cap. l t d 

INDARTATO 


